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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KOTA MAGELANG 

 
                NOMOR : 060/1535 / 250   / TAHUN 2021 

 
TENTANG 

   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
                   DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022 - 2026 
 

Menimbang : a. Bahwa  untuk   melaksanakan  ketentuan  pasal  3  
dan  pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama 
Instansi Pemerintah; 
 

  b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang . 
 

Mengingat : 1. Undang - Undang    Nomor  25  Tahun  2004  tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 
 

  2. Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      
tentang Pemerintahan Daerah; 
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
 

  5. Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

  6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
Nomor  : PER/9/M.PAN/5/2007  tentang Pedoman  
Penetapan  Indikator Kinerja Utama Instansi 
Pemerintah ; 
 

  7. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 
 



 
  8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kota Magelang; 
 

  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah 
Daerah  (RPJDM ) Kota Magelang Tahun 2021 - 2026; 
 

  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 
 

  11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang 
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , 
Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Magelang . 
 

 
MEMUTUSKAN 

 
 

Menetapkan : Keputusan  Kepala  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Magelang   tentang  Indikator  Kinerja Utama Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan  Kota Magelang Tahun 2022 – 
2026. 

 
 
 

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Magelang dengan rincian    sebagaimana  tercantum  
dalam  Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagimana tercantum dalam 
lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang 
digunakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja  Tahunan  
(RKT),  menyusun  Dokumen  Perjanjian  Kinerja (PK), 
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta 
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021 – 2026. 
 

KETIGA :  Kinerja  Utama  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum 
kesatu,disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam 
pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Magelang Tahun 2021-2026  dengan  Rencana  Strategis  
(Renstra)  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Magelang Tahun 2021-2026. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk pengukuran kinerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2022 – 
2026  dengan ketentuan apabila   dikemudian   hari   terdapat   
kekeliruan   dalam   surat keputusan ini maka akan diadakan 
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

 
 
 



 
 
 
 

Ditetapkan di         :     Magelang 
 

Pada Tanggal          :     27  September 2021 
 
 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MAGELANG 

 
  
 
 

CATUR BUDI FAJAR SUMARMO  



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
                     Kota Magelang 
Nomor : 060/1535 / 250   / TAHUN 2021 
Tanggal : 27 September 2021  
 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 
 
Instansi  : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang 

 Tugas   : Membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
 Fungsi:  

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan ; 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.; 

 TUJUAN 
RENSTRA 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA PENJELASAN 

 
 

FORMULASI 
PERHITUNGAN 

TARGET SUMBE
R DATA 

PENANG
GUNG 

JAWAB 2022 2023 2024 2025 2026 
1 3 4 5  6 7 8 

            
Meningkatnya 
kontribusi sector 
ekonomi 
unggulan 

  Persentase kontribusi 
PDRB Sektor 
perdagangan 

PDRB adalah jumlah nilai 
produksi barang dan jasa 
yang dihasilkan di suatu 
wilayah atau daerah dalam 
jangka waktu tertentu 
biasanya satu tahun dari 
sektor perdagangan 

PDRB sektor perdagangan  
-----------------------------x 100% 
Total  PDRB  

13,65% 13,66% 13,67% 13,68% 13,69% BPS Kepala 
Dinas  

    Persentase kontribusi 
PDRB Sektor industri 
pengolahan  

PDRB adalah jumlah nilai 
produksi barang dan jasa 
yang dihasilkan di suatu 
wilayah atau daerah dalam 
jangka waktu tertentu 
biasanya satu tahun dari 
sektor Industri pengolahan  

PDRB sektor industri 
pengolahan   
-----------------------------x 100% 
Total  PDRB 

16,14% 16,15% 16,16% 16,17% 16,18% BPS Kepala 
Dinas  



  Meningkatkan 
pemberdayaan 
industri melalui 
peningkatan nilai 
tambah produksi 
IKM 

Prosentase 
pertumbuhan nilai 
produksi IKM 

Nilai produksi adalah nilai 
komoditas yang dihasilkan 
oleh sektor produksi 
biasanya menrupakan hasil 
perkalian dari kuantitas 
produksi dengan harga per 
unit komoditas tersebut 

Nilai produksi IKM tahun n 
dikurangi Nilai produksi IKM 
Tahun n -1                                                        
---------------------------- x 100% 
Nilai produksi IKM tahun n-1 

3,30% 3,40% 3,50% 3,70% 4,00% Bidang 
Perindus
trian 

Kepala 
Dinas  

  Meningkatkan 
kinerja 
perdagangan daerah 

Persentase 
pertumbuhan volume 
perdagangan daerah 

Volume perdagangan 
adalah jumlah nilai 
transaksi perdagangan 
disuatu wilayah atau 
daerah dalam jangka 
waktu tertentu biasanya 1 
tahun 

Volume perdagangan daerah 
tahun n dikurangi volume 
perdagangan daerah tahun n-1  
--------------------------- x 100% 
Volume perdagangan daerah 
tahun n-1 

20% 20% 20% 20% 20% Bidang 
Perdaga
ngan 

Kepala 
Dinas  

Meningkatnya 
daya beli 
masyarakat 

  Pengeluaran per kapita 
yang disesuaikan 

Pengeluaran per kapita 
adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk 
konsumsi semua anggota 
rumah tangga selama 
sebulan dibagi dengan 
banyaknya anggota rumah 
tangga yang telah 
disesuaikan dengan paritas 
daya beli  

     
12.565.000  

      
12.705.000  

  
12.846.000  

  
12.987.000  

      
13.127.000  

 
BPS 

Kepala 
Dinas  

  Pengendalian dan 
pengawasan Harga 
dan stok barang 
kebutuhan pokok 
dan barang penting 

Persentase barang 
kebutuhan  pokok dan 
barang penting yang 
harga dan stoknya 
stabil 

Barang kebutuhan pokok 
terdiri :Barang kebutuhan 
pokok hasil pertanian : 
beras, kedelai, cabe,dan 
bawang merah,Barang 
kebutuhan pokok hasil 
industri : gula , minyak 
goreng dan tepung 
terigu,Barang kebutuhan 
pokok hasil peternakan 
dan perikanan : dagnig 
sapi , dagung ayam ras , 
telur ayam ras, ikan segar ( 
bandeng , kembung dan 
tongkol/cakalang/tuna 

Jumlah barang kebutuhan pokok 
dan barang penting yang harga 
dan stoknya stabil   
----------------------------- x 100% 
Jumlah kebutuhan barang pokok 
dan barang penting 

62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% Bidang 
Perdaga
ngan 

Kepala 
Dinas  

Meningkatnya 
pertumbuhan 
industri kreatif 
dan usaha mikro 

  

Persentase 
Pertumbuhan UMKM 

Usaha Mikro adalah usaha 
produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha 
Mikro ( kekayaan dibawah 
50 jt dan omzet per tahun 
dibawah 300 jt ) 

Jumlah pelaku usaha mikro 
tahun n dikurangi jumlah pelaku 
usaha  mikro tahun n-1  
----------------------------- x 100% 
Jumlah pelaku usaha mikro  
tahun n-1 

4,5% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Bidang 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

Kepala 
Dinas  



  Meningkatkan daya 
saing usaha mikro 

Persentase usaha mikro 
yang meningkat 
kapasitasnya 

Usaha Mikro yang 
meningkat kapasitasnya 
adalah pelaku usaha mikro 
yang telah mengikuti 
pelatihan kewirausahaan  

Jumlah pelaku usaha mikro 
yang telah mengikuti pelatihan 
kewirausahaan                                           
----------------------------- x 100%                                  
Jumlah pelaku usaha mikro 
yang ada 

3,57% 3,92% 4,21% 4,62% 4,73% Bidang 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

Kepala 
Dinas  

  Pertumbuhan usaha 
koperasi  

Peningkatan volume 
usaha koperasi 

Volume usaha adalah total 
nilai penjualan atau 
penerimaan dari barang 
dan jasa pada suatu 
periode dalam jangka 
waktu tertentu biasanya 1 
tahun 

Total nilai volume usaha 
koperasi dalam 1 tahun 

41.928.541.
411 

43.895.483.
280 

45.939.758.
280 

48.065.748
.585 

50.278.072.
095 

Bidang 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

Kepala 
Dinas  

Terwujudbya 
birokrasi yang 
responsif , 
akuntabel dan 
inovatif  

 Persentase tingkat 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan OPD 

Kepuasan 
masyarakat adalah 
hasil pendapat dan 
penilaian masyarakat  
terhadap kinerja 
pelayanan yang 
diberikan kepada 
aparatur 
penyelenggara 
pelayanan public  

Hasil survey tingkat kepuasan 
masyarakat 

70% 75% 80% 85% 90% Sub Bag 
Umum 

Kepala 
Dinas  

   Terciptanya 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Nilai SAKIP OPD SAKIP ( Sistem 
Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah ) adalah 
rangkaian sistematik dari 
berbagai aktivitas , alat 
dan prosedur yang 
dirancang untuk tujuan 
penetapan dan pengukuran 
, pengumpulan data , 
pengklasifikasian , 
pengikhtisaran dan 
pelaporan kinerja pada 
instansi pemerintah  

Hasil  evaluasi SAKIP dari 
Instansi Terkait  

78 80 82 85 87 LHE 
Sakip 
dari 
Inspekto
rat 

Kepala 
Dinas  

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MAGELANG 

 
  
 
 

CATUR BUDI FAJAR SUMARMO  
 


